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tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu bagian dari 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara yang wajib 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu 

perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen mempunyai bagan organisasi sebagai berikut :   

Gambar 1.1 

Bagan Susunan Organisasi 

 

 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai instansi pemerintah 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun anggaran 2024 yang 

menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 

2024.  
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1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Tugas Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan 

fungsi Satpol PP membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan 

bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub 

urusan kebakaran menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satpol PP menyelenggarakan fungsi: 

● Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan 

penyelamatan; 

● Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

● Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

● Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

● pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

● Pelaksanaan administrasi Satpol PP; 

● Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan 

● Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 

2. Sekretariat 

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris 

Satpol PP. Sekretraiat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana 

pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan 

meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, 
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kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di 

lingkungan Satpol PP. 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

● Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP; 

● Pengoordinasian dan penyusunan rencan dan program kerja di lingkungan 

Satpol PP; 

● Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan 

aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP; 

● Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di 

lingkungan Satpol PP; 

● Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di 

lingkungan Satpol PP; 

● Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan 

pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

● Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah lingkungan Satpol PP; 

● Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

● Pengawasan Internal Satpol PP; 

● Pelaksanaan unit pengamanan dalam; 

● Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Polisi 

Pamong Praja; dan 

● Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, 

Serta Subbagian Perencanaan dan Keuangan, yang dibantu oleh Kelompok 

Jabatan Fungsional.  

Subbagian sebagaiamana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 
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a. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta 

pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas sebagaiamana dimaksud 

meliputi; 

● Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang 

umum dan kepegawaian; 

● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 

kepegawaian; 

● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

umum dan kepegawaian; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik 

Daerah; 

● Menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen; 

● Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan data dan Informasi; 

● Menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP; 

● Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian; dan 

● Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. Tugas 

sebagaiamana dimaksud meliputi; 

● Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang 

perencanaan dan keuangan; 
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● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan 

keuangan; 

● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan dan keuangan; 

● Menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan 

anggaran; 

● Menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; 

● Menyiapkan bahan penatausahaan keuangan; 

● Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan akuntasi dan pelaporan keuangan di 

lingkungan Satpol PP; 

● Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan 

keuangan; dan 

● Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Penraturan Kepala Daerah 

bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan dan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi: 

● Pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah; 

● Pelaksanaan pengawasan atau kepatuhan terhadap peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah; 

● Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah; 
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● Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil;dan 

● Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

Susunan organisasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah terdiri atas :  

a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di 

bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah. Tugas yang dimaksud sebagaimana meliputi: 

● Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang 

pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah; 

● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, 

penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah; 

● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah; 

● Menyiapkan bahan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah; 

● Menyiapkan bahan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; 

● Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, 

penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah; dan 

● Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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b. Seksi Penindakan dan Penyidikan 

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penindakan dan penyidikan. 

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi : 

● Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang 

penindakan dan penyidikan; 

● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan dan 

penyidikan daerah; 

● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

penindakan dan penyidikan; 

● Menyiapkan bahan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah; 

● Menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan karir penyidik pegawai 

negeri sipil; 

● Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan dan 

penyidikan; dan 

● Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi; 

● Pelaksanaan pencegahan gangguan kententeraman dan ketertiban umum 

melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan 

patrol, pengamanan dan pengawalan; 
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● Pelaksanaan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 

berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui 

penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

● pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat; 

● pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

● pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan 

perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa 

hak asasi manusia; 

● pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik 

pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; 

● pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

● penyusunan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban 

umum; dan 

● pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

Susunan organisasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum; b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan c. Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat. 

a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta  pelaporan di bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi: 

● Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum; 
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● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum; 

● Menyiapkan bahan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban 

umum melalui deteksi dini dan cegah dini; 

● Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuuluhan; 

● Menyiapkan bahan patroli, pengamanan, dan pengawalan; 

 

b. Seksi Perlindungan Masyarakat 

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan masyarakat. 

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi : 

● Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang 

perlindungan masyarakat; 

● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan 

masyarakat; 

● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

perlindungan masyarakat; 

● Menyiapkan bahan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka 

ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemilu dan 

pemilukada; 

● Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan 

masyarakat;dan 

● Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

 

5. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penanggulangan 

Kebakaran dan Penyelamatan di pimpin oleh Kepala Bidang. Bidang 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamtan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan meliputi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan 
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kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi 

● Pelaksanaan pencegahan kebakaran; 

● Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; 

● Pelaksanaan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; 

● Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; 

● Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, 

penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri; 

● Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, 

penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri; 

● Pelaksanaan pembinaan aparatur pemadam kebakaran; 

● Pelaksanaan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan 

penyelamatan; 

● Pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah 

berbatas, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, 

penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; 

● Pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; 

● Pelaksanaan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran; 

● Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian 

penyebab kejadian kebakaran; 

● Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat; 

● Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; 

● Dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui 

penyediaan sarana dan prasarana. 

● Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang 

menimpa, membahayakan, dan/ atau mengancam keselamatan manusia; 

● Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan 

terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi; 

● Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap 

kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; 
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● Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap 

kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan 

● Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Susunan organisasi Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan terdiri 

atas: a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; b. Seksi Penanggulangan 

Kebakaran dan Penyelamatan. Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. 

a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran 

Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di 

bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran. Tugas Sebagaiamana 

dimaksud meliputi; 

● Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang 

pencegahan dan penyuluhan kebakaran; 

● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan 

penyuluhan kebakaran; 

● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pencegahan dan penyuluhan kebakaran; 

● Menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, 

penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri; 

● Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, 

penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri; 

● Menyiapkan bahan pembinaan aparatur pemadam kebakaran; 

● Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar 

daerah berbatas antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, 

penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non 

kebakaran; 

● Menyiapkan bahan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; 

● Menyiapkan bahan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran; 

● Menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat; 
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● Menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam 

kebakaran; 

● Menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam 

kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana; 

● Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan 

penyuluhan kebakaran; dan 

● Melakasanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di 

bidang penanggulangan kebakaran dan penyelematan. Tugas sebagaimana 

dimaksud meliputi: 

● Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang 

penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

● Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan 

kebakaran dan penyelamatan; 

● Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

● Menyiapkan bahan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; 

● Menyiapkan bahan pemadaman dan pengendalian kebakaran; 

● Menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non 

kebakaran; 

● Menyiapkan bahan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi 

kebakaran dan penyelematan; 

● Menyiapkan bahan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan 

pengujian penyebab kejadian kebakaran; 

● Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan 

pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam 

keselamatan manusia; 

● Menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan 

pertolongan terhadap kondisi  membahayakan manusia/ penyelamatan dan 

evakuasi; 
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● Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan 

pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan 

evakuasi; 

● Menyiapkan bahan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan 

terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; 

dan 

● Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

 

6. Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas 

teknis penunjang di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. 

Unit Pelaksana dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan 

Peraturan Bupati tersendiri. 

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP dapat ditetapkan jabatan 

fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas 

kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim  

kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok 

jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan 

berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban 

kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sesuai Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kebumen terdapat Unit Pelaksana Teknis, namun sampai saat ini belum dibentuk 

Unit Pelaksana Teknis tersebut. 
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7. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja 

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada 

tahun 2023 sejumlah 271 orang, terdiri dari ASN 39 orang, P2K Satuan Polisi 

Pamong Praja  158 orang, P2K Pemadam Kebakaran 76 orang dan Tenaga 

Administrasi 7 Orang.  

 

1.2 Fungsi Strategis 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub 

urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat, dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 

b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 

dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 

dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 

dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;  

g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan 

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 
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1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi 

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu Pemerintah Daerah  

memberikan toleransi dan memanjakan masyarakat terkait pelanggaran perda dan 

perkada, namun kondisi ini menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban 

umum. Adanya kewenangan instansi vertikal yang ada di daerah sehingga ketika 

ada permasalahan trantibum pemerintah daerah membutuhkan proses yang 

panjang. 

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Kebakaran, Kabupaten Kebumen 

telah memenuhi SPM terutama respon time kebakaran selama 15 menit khususnya 

untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat 

wilayah lain yang belum terjangkau untuk memenuhi response time yaitu wilayah 

Ayah dan Sadang dikarenakan belum adanya pos damkar di wilayah tersebut. Oleh 

karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi 

SPM response time kebakaran 15 menit. 

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang bersumber dalam RPJMD 

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didapat isu strategis yang berkaitan dengan 

OPD Satpol PP Kabupaten Kebumen lima tahun kedepan. Isu Strategis tersebut 

adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. 

 

Tabel 1.1 

Pemetaan Masalah Umum bidang trantibumlinmas 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Banyaknya gangguan 
terhadap           
kondusifitas daerah di 
Kabupaten Kebumen 

Penegakan peraturan 

daerah belum optimal 

Kurangnya kesadaran 
sebagian masyarakat 
terhadap peraturan daerah/ 
kepala daerah 

   Penindakan pelanggar 
Produk Hukum Daerah 
kurang memiliki efek jera 

   Kurangnya konsolidasi 
penanganan trantibum 

   Kurangnya Jumlah 
PPNS dan SDM Satpol PP 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

  Kualitas penyusunan 
produk hukum daerah 
yang belum optimal 

Tumpang tindihnya peraturan 
perundang- undangan di 
organisasi perangkat daerah 
dan belum dilaksanakannya 
evaluasi atas sistem 
pengendalian dalam 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan 

  Waktu tanggap layanan 
damkar 15 menit belum 
menjangkau seluruh 
wilayah Kabupaten 
Kebumen 

Jarak dan kondisi geografis 
wilayah yang diluar jangkauan 
pos damkar terdekat; jumlah 
sarpras damkar belum 
memadai 

   Kurangnya kapasitas anggota 
Satlinmas/ masih rendahnya 
SDM/ ketrampilan anggota 
Satlinmas dalam perbantuan 
penanganan kebakaran. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 Perencanaan Kinerja pada Laporan Kinerja Instani Pemerintah Tahun 2023 ini 

mengacu pada Renstra dan Perjanjian Kierja yang telah ditetapkan antara Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dengan Bupati Kebumen yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. 

 

2.1 Perencanaan Strategis 

1. Rencana Strategis (Renstra) 

Penyusunan LKjIP satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengacu Rencana Strategis Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun 

dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi,  Misi,  Tujuan,  

Sasaran, dan Program. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara sistematis mengedepankan 

isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan 

rencana kerja yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat 

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan 

kemampuan anggaran. 

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahunan tertuang di dalam Renstra 2021-2026. Adapun 

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja mengacu dalam RPJMD 

yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 

 Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 

Misi yang terkait dengan Satpol PP Daerah 

IKU Tujuan IKU Sasaran 

 Misi 5 
Mewujudkan Masyarakat Yang Rukun, 
Berbudaya Dan Bermartabat 
 

 
Mewujudkan 
kondusifitas 
wilayah 

 
Meningkatnya 
Ketertiban 
Masyarakat 
 

OPD 

IKU Tujuan IKU Sasaran 

Meningkatnya 
Ketertiban 
Masyarakat 
 

Meningkatnya 
Penegakan 
Perda 
 

 

2. Indikator Kinerja (IKU) 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kebumen mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Satpol PP 

Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Adapun penetapan target Indikator 

Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 

No Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Kinerja 
Utama 

Target 

1. Meningkatnya 
Ketertiban 
Masyarakat 

 

Meningkatnya 
Penegakan Perda 

 

Persentase 
Penegakan Perda 
 

100 %  
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3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP Kabupaten Kebumen 

adalah Persentase Penegakan Perda dengan target indikator 100%. Hal ini sudah 

dicapai di Tahun 2022 dengan jumlah penyelesaian jumlah kasus pelanggaran yang 

sudah ditangani. 

 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

berisikan penugasan dari Bupati Kebumen kepada Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program/ kegiatan yang 

mendukung program RPJMD Kebumen disertai dengan indikator kinerja. 

Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan 

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan 

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang 

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang terwujud tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup 

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Perjanjian kinerja juga merupakan tekad dan janji pimpinan instansi di 

lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana yang akan memberikan 

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen akan dapat 

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupten Kebumen fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau 

kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen meliputi : 

- Persentase Penanganan pelanggaran Perda  (100%) 

- Persentase Kesiapsiagaan Damkar (73,07%) 

 

(Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

Terlampir). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

merupakan perwujudan dari kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas 

dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana 

Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran 

berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan 

dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. 

 Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan 

evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis 

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi 

serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan 

permasalahan tersebut. 

 Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja 

sasaran digunakan sasaran digunakan Skala Pengukuran Ordinal sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 75% sd. 100% Baik (B) 

3 55 % sd. 75% Cukup (C) 

4 Kurang dari 55% Kurang (K) 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah dapat 

melaksanakan tugas dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang mendukung RPJMD Kabupaten 

Kebumen. Dalam mencapai kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kebumen mendukung misi kelima pada sasaran yaitu 
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terwujudnya masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. yang didukung 

oleh indikator sasaran. 

1. Perbandingan target Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebagaimana 

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan memuat capaian kinerja utama 

daerah pada misi yang ke lima yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, 

Berbudaya dan Bermartabat” melalui indikator : Persentase Penegakan Perda. 

Indikator Kasus Pelanggaran Hukum diperoleh dari jumlah laporan masyarakat 

dan temuan petugas dalam menegakan perda/perkada yang telah dilakukan 

pembinaan. 

Pada tahun 2023 dari target capaian IKU OPD yaitu persentase penegakan 

perda dengan angka persentase sebesar 100% telah berhasil dicapai. 

Tabel 3.2 

Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

No Urusan/Kelompok/Indikator Tahun 

2023 

Satuan 

1 Persentase Penanganan Pelanggaran Perda 100 % 

2 Target 100 % 

3 Realisasi 100 % 

 

Dengan rincian jumlah capaian penegakan perda dan perkada yang 

ditegakan pada Tahun 2023 ini pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Rincian Perda-Perda yang ditegakkan 

No Jenis Perda 
Jumlah 

Pelanggaran 
Keterangan 

1. Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

7 pelanggar - 

2. Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

16.747 
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No Jenis Perda 
Jumlah 

Pelanggaran 
Keterangan 

2.1 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat  

178 orang 
Dari 18 tempat 

hotel/kost/hunian 

2.2 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat  

17 orang 1924 botol miras 

2.3 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

7 tempat Tempat Hiburan 

malam 

2.4 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

43 pelajar Operasi pelajar 

2.5 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

6 toko 2875 botol tanpa 

ijin edar 

2.6 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

212 orang ODGJ, anak 

jalanan, dan 

PGOT 

2.7 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

15.827 buah 

reklame 

Penertiban 

reklame 

(Spanduk,Banner

,bendera,baliho) 

2.8 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

457 PKL Penertiban PKL 

3. Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

42 - 

Jumlah 16.796 Kasus 
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Dari banyaknya kasus yang sudah ditangani sebagian besar diselesaikan 

dengan surat teguran dan pembinaan pada pelanggar yang melanggar disaat 

proses penegakan perda dan perkada, sedangkan proses sidang yang dijalankan 

sejumlah 30 orang terdakwa dengan pelanggaran perda nomor 4 Tahun 2020 Perda 

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

 

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Tabel 3.4 

Realisasi Jangka Menengah 

URAIAN Indikator Realisasi 2023 

TARGET AKHIR 

RENSTRA 

(2021-2026) 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Persentase 

Penegakan Perda  
100% 100% 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan 

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban umum 

dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota 

4 Kegiatan 20 kegiatan 

Penegakan Peraturan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

Jumlah kegiatan 

penegakan perda 

daerah Kabupaten/ 

Kota dan Peraturan 

Bupati/ Wali Kota 

3 Kegiatan 15 Kegiatan 

Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 

Jumlah Pembinaan 

Penyidikan Pegawai 
1 Kegiatan 5 Kegiatan 
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URAIAN Indikator Realisasi 2023 

TARGET AKHIR 

RENSTRA 

(2021-2026) 

(PPNS) Kabupaten/ 

Kota 

Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

Presentase 

Kesiapsiagaan 

Damkar 

73,07% 80,76% 

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Presentase  

terlaksananya 

kegiatan Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran 

dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota 

100% 100% 

Inspeksi Peralatan 

Proteksi Kebakaran 

Presentase 

terlaksananya 

kegiatan Inspeksi 

Peralatan Proteksi 

Kebakaran 

100% 100% 

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran 

Presentase 

Terlaksananya 

kegiatan 

Pemberdayaan 

100% 100% 
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URAIAN Indikator Realisasi 2023 

TARGET AKHIR 

RENSTRA 

(2021-2026) 

Masyarakat dalam 

Pencegahan 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Cakupan 

Pelayananan 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota 

100% 100% 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang tersusun 

13 Dokumen 65 Dokumen 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Bulan 

administrasi keuangan 

perangkat daerah 

12 Bulan 60 Bulan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah Bulan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

12 Bulan 60 bulan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Bulan 

Penyediaan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

12 Bulan 60 Bulan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Terlaksananya 

kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

100% 100% 
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URAIAN Indikator Realisasi 2023 

TARGET AKHIR 

RENSTRA 

(2021-2026) 

Pemerintah Daerah 

Penyedia Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Bulan 

Penyedia Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

12 Bulan 60 Bulan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Jumlah unit 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

69 Unit 345 it 

 

 

Tabel 3.5 

Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2023 

URAIAN REALISASI 2022 REALISASI 2023 KET 

PROGRAM PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

7.698.190.980 7.521.297.054  

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

6.853.152.895 6.828.051.791  

Penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/ Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

833.629.885 683.468.794 

 

 
 
 

Pembinaan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/ Kota 
11.408.200 9.776.469 

 

 

 

 



28 
 

URAIAN REALISASI 2022 REALISASI 2023 KET 

PROGRAM PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN 

3.455.292.245 3.182.648.044  

Pencegahan, Pengendalian, 

Pemadaman, Penyelamatan, 

dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota 

3.336.553.455 3.131.339.444  

Inspeksi Peralatan Proteksi 

Kebakaran 
33.649.900 21.759.600  

Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Pencegahan Kebakaran 
54.641.800 29.549.000  

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

13.176.625.977 6.161.635.848 
 

 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

34.299.700 23.941.000  

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
11.383.151.880 5.178.042.204  

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
634.842.950 329.232.800  

 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
268.174.169 114.627.953 

 

 

 

 




















	0cf8ead56dd3ae6a8150239428418023f2c23d73f46835db5e626bed6a523acd.pdf
	0cf8ead56dd3ae6a8150239428418023f2c23d73f46835db5e626bed6a523acd.pdf
	0cf8ead56dd3ae6a8150239428418023f2c23d73f46835db5e626bed6a523acd.pdf
	2024_01_29_16_32_43.pdf


